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ABSTRAK

Aplikasi SIMKAH merupakan sebuah aplikasi website yang dapat memudahkan tugas
pemerintah KUA dalam melayani masyarakat dan juga merupakan sebuah inovasi baru
bagi KUA dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan tujuan dapat
memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat menjadi lebih cepat,
praktis, aman dan akurat. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pelayanan
yang diberikan oleh KUA Kecamatan Sukakarya kepada masyarakat berdasarkan
prinsip-prinsip standar pelayanan dalam penelitian ini yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014, antara lain : a. Akuntabel, b. Berkelanjutan, c. Transparansi, d.
Berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini
mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, dokumentasi dan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di KUA Kecamatan
Sukakarya yang ditinjau dari prinsip-prinsip standar pelayanan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014, dalam indikator prinsip transparansi masih terdapat banyak kekurangan seperti
belum adanya website KUA yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melihat
perkembangan KUA maupun informasi terbaru tentang KUA tersebut. Namun dalam
penerapan indikator prinsip akuntabel, berkelanjutan, dan berkeadilan sudah dapat
dikatakan baik hal tersebut dibuktikan dengan informasi yang didapatkan dari para
informan penelitian yang terkait.

Kata kunci : Aplikasi SIMKAH, Pelayanan, KUA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Aplikasi SIMKAH Dalam
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi
besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, dan para sahabat beliau.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi lImu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Pemerintahan Jurusan llmu Administrasi
Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian skripsi ini telah banyak
mendapat bimbingan, motivasi, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh
karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat,
do’a, maupun bantuan moral dan materil.

Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang
tidak henti penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Marzuki
Basyah dan Ibunda Suhaimi yang telah merawat, mendidik dan membesarkan peneliti
dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda bakti dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Dan juga terima kasih peneliti ucapkan kepada adik Intan dan Haffazh,



teman-teman yang turut mendukung Mela Sari, Alfiza Eva Lista, Hafizatul Marwah

dan Okta Listia serta teman-teman dan keluarga besar lainnya.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima

kasih yang sebesar-besarnya juga kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan

skripsi ini :

1.

2.

Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, Dekan Fakultas IImu Sosial dan llmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry.

Eka Januar, M.Soc., Sc, Ketua Prodi IImu Administrasi Negara Fakultas llmu Sosial
dan llmu Pemerintahan.

Siti Nur Zalikha, M. Si, Sekretaris Prodi 1lmu Administrasi Negara Fakultas llmu
Sosial dan IImu Pemerintahan.

Rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Dahlawi, M. Si., selaku dosen
pembimbing I dan Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku dosen pembimbing Il yang
sudah mendukung dan mencurahkan banyak waktu, tenaga dan ide-ide serta saran
dan motivasi dalam membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
Terimkasih kepada Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku penguji | dan Bapak Mirza
Fanzikri, S.Sos.l., M.Si, selaku penguji Il yang telah memberikan saran atau
masukan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini.
Seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu

pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

Vi



8. Kepada para informan yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan
informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih
sudah meluangkan banyak waktu.

9. Kepada sahabat-sahabat terbaik peneliti yang memberikan dukungan kepada
peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka, sahabat perjuangan yang bersatu
dalam keluarga SWAG PARTNERS.

10. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling
membantu, memberi masukan untuk peneliti,

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, hanya
Allah SWT yang dapat membalasnya. Dari sisi lain pencliti menyadari bahwa
proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan

dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak.

Banida Aceh, 15 Juni 2021
Peneliti,

R

Y E3 |
Putri Nazri Sukma
NIM. 170802075

vii



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..ottt i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ... i
PENGESAHAN PEMBIMBING........c.cccotiiiieene e iii
PENGESAHAN SIDANG .....oooiiiiieieiirieceeee et iv
ABSTRAK b ettt reene e vV
KATA PENGANTAR ..ottt sttt st b s s s vi
DN 1A = 1 S vii
DAFTAR TABEL ..ottt sttt X
DAFTAR GAMBAR ...ttt ettt asa s steate e sresseanaeneeneenes Xi
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt ane st Xii
BAB | PENDAHULUAN ...ttt aast e sae e sneaninsaeneens 1
L1, Latar BelaKang.......coooeiieiieieeie e 1
1.2. Identifikasi Masalah...........ccccceiininiin e 7
1.3. Rumusan Masalah...........ccoveriiiiiiiie s 7
1.4. Tujuan Penelitian .L........ b et L e 7
1.5. Manfaat Penelitian .t . ..o ..o ssminnee s 05w iboneesie e e seesnessesnens 8
1.6. Penjelasan Istilah ............cccoooiiiiiiici e 8
1.7. Metodologi Penelitian ..o 9
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA.......oceciiieiee e it siaesaesae e e snesnaeneens 16
2.1. Penelitian Terdahulu ..........cooviiiiinieieiee i 16
2.2. TEONT SISLEIM ...uiiiierieiieiie ettt cie e ettt 18
2.3. Teori Pelayanarg . IFINy N ol 21
2.4, Teori Sumber Daya ManuSIa...........coerereriresisieienie e s 25
2.5. TeOr OrganiSaSi.......ccccivviiiiiiiiiiiiiieiiieiiee s esis e seeesreesaa e e 28
2.6. Kerangka PEmIKITan .......cccccioiiiioiieiiie e e 30
BAB 11l GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....ccccooceiiiiiiiniennn. 32
3.1. Keadaan Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya........ 32
3.2.Pelaksanaan Program KEerja ........ccouueirineieneiiseeeese e 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..ot 41

4.1. Pelaksanaan SIMKAH web di KUA Kecamatan Sukakarya Kota

Sabang dalam meningkatkan pelayanan = Masyarakat,

viii



berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014............... 41

A1 1 AKUNTADEL ...t 41
4.1.2.Berkelanjuian ..........cccovveiieieiie e 48

4. 1. 3. TTaNSPATANST ..vveuverretirttiteabee ettt ettt sr bbb seeeneas 54
4.1.4.Berkeadilan ... 60

BAB V PENUTUP ...t ettt e e e e e e e eeeeeeaaan 63
1.1, KESIMPUIAN ..ot 63
Y- 1= T 64
DAFTAR PUS T AK A oottt ettt e e e e e e e e e et eeaae et e e e e ee it aeeeeeeaaaans 65
DAFTAR LAMPIRAN oo et e et r i e 68
RIMWAY AT HIDUP .ot e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e s e eeeeeenieaans 76



DAFTAR TABEL
Table 1.1 FOKUS PENEIITIAN ......eeeeieeee ettt e e e e eeen e e e 10
Table 1.2 Informan PeNEIITIAN ... e 12




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir...........cooeiiieiiniiineiiseseeeee e 31
Gambar 3.1 StruKtUr KUA ... 40
Gambar 4.1 Aplikasi SIMKAH dalam proses cetak Kartu Nikah digital............. 49
Gambar 4.2 Kartu Nikah (E-Kartu NiKah)..........ccoooiiiiisesee 51
Gambar 4.3 Aplikasi SIMKAH ..ot 54
Gambar 4.4 KOtaK SAran ........ccoieieiiiiiisiieiene et eeie e s sse e ssesnesnens 60

xi



Lampiran 1 :
Lampiran 2 :
Lampiran 3 :
Lampiran 4 :
Lampiran 5 :

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman WaWANCAIa .........ccocveuereerieeiesieesieeie e see e see e snee e 70
Surat Keputusan Dekan FISIP..........ccccoovviieiieie e, 73
Surat 1Zin Penelitian ..o, 74
Surat Keterangan sudah melakukan Penelitian ..............ccccccoeene. 75
Dokumentasi Penelitian...........ccooviiiiiinneeiieneeie e 76

xii



BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, hal yang sangat praktis pasti akan sangat
membantu pekerjaan manusia. Sama halnya dengan penerapan sistem informasi
manajemen yang menjadi kebutuhan banyak orang. Kemajuan teknologi yang terus
berkembang pesat selalu menjadi masalah dalam hal kebutuhan manusia. Implementasi
pelayanan publik menjadi kewajiban aparatur negara. Berdasarkan pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan
bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Dalam kaitan ini maka pelayanan publik dalam penerapan SIMKAH yang
didasarkan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.
Kemudian hal itu diperkuat kembali oleh undang-undang nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap adanya



perkawinan oleh penduduk beragama islam maka harus dicatat di KUA sesuai
peraturan perundang-undangan®.

Perkembangan perkawinan di Indonesia selalu meningkat banyak, karena
adanya hal itu maka dituntut adanya ketertiban dalam segala aspek. Hal tersebut
menjadi perhatian Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatat perkawinan dengan
cara yang efektif dan praktis. Hal ini membuktikan bahwa sahnya suatu perkawinan
dapat dilihat dari keperdataan islam sebagai legalitas kehidupan bersama. Sedangkan
aktivitas yang dilakukan selama perkawinan tersebut belum terdaftar di KUA maka
secara ketatanegaraan tidak dianggap sah oleh hukum negara.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang mana
sebelumnya menggunakan pencatatan nikah secara manual, dan kemudian ditingkatkan
menjadi pencatatan berbasis aplikasi yang bernama Sistem Manajemen Informasi
Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Kepala Seksi (kasi)
Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di Kantor Kementerian Agama Kota Sabang
telah bermusyawarah untuk meningkatkan kapasitas KUA melalui adanya pelayanan
berbasis informasi teknologi, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan yang
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis website (SIMKAH Web),
yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini berdasarkan berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 menyebutkan tentang Pencatatan Pernikahan yang bertujuan untuk

1 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2



melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dgan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pernikahan secara agama islam. Maka, berkenaan dengan hal tersebut
maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Keputusan
Nomor DJ.11/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Informasi Nikah
(SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau sekarang lebih dikenal dengan
singkatan SIMKAH sebagai acuan aplikasi berbasis website yang berguna untuk
mengumpulkan, menyimpan otomatis data-data pernikahan di KUA, dan data tersebut
akan disimpan dengan aman dan data tersebut akan dibutuhkan untuk laporan dan
membuat analisa atau untuk keperluan lainnya. Aplikasi SIMKAH banyak mendapat
respon positif dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berdasarkan dari pemaparan
salah seorang warga yang sudah menjalani proses pencatatan nikah melalui aplikasi
Simkah, yang mana menurut pemaparannya banyak hal positif yang telah didapatkan,
seperti salah satunya pendaftaran menjadi lebih cepat dan mudah.

Respon positif inilah yang dibutuhkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota
Sabang sebagai sebagai pengelola SIMKAH untuk dijadikan evaluasi terhadap manfaat
SIMKAH itu sendiri. Oleh karena itu penyajian data yang akurat sangat menentukan
arah pembangunan agama di masa mendatang. Dalam hal ini, penerapan layanan
instansi pemerintahan harus mengevaluasi diri kepada era globalisasi, yang mana saat
ini menurut pendapat masyarakat bahwa mengurus proses pencatatan pernikahan itu

relatif sudah baik, karena pada dasarnya KUA menangani masalah dengan tugas untuk



melayani, membina dan menjaga keutuhan pernikahan sehingga dapat mempermudah
dalam pemeriksaan dan pengawasan.
Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada
KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik
menuju penerapan e-nikah.? SIMKAH juga merupakan aplikasi komputer berbasis
windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor
urusan agama (KUA) di wilayah republik Indonesia secara Online.® Program sistem
informasi manajemen nikah (SIMKAH) mempunyai banyak manfaat, baik bagi KUA
maupun masyarakat.
Berikut beberapa manfaat aplikasi SIMKAH bagi KUA.
1. Pelayanan publik dengan mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan
lengkap.
2. Penyajian data dengan secara cepat dan akurat dapat memudahkan
pelayanan.

3. Membangun jaringan secara integritas antar KUA sampai ke pusat.

Sistem Informasi Manajemen nikah (SIMKAH) terus berkembang, dengan
tujuan utamanya yaitu semua pelayanan menggunakan komputerisasi. Perkembangan

teknologi yang semakin pesat menuntut pelayanan yang diberikan harus efektif dan

2 Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.11/369 Tahun 2013.
3 Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) . Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hal 1.



efisien. Tujuan lain diterapkannya aplikasi SIMKAH yaitu pencatatan dengan
teknologi informasi yang dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

KUA Kecamatan Sukakarya merupakan salah satu KUA yang ada di kota
Sabang. Yang secara struktural KUA ini berada dibawah Bimbingan Masyarakat Islam
(BIMAS) Kementerian Agama Kota Sabang yang membimbing beberapa unit
pelayanan seperti, nikah, rujuk, talak dan pelayanan keagamaan lainnya. KUA
Sukakarya tersebut merupakan instansi yang turut menerapkan aplikasi SIMKAH
sebagai pelayanan masyarakat berbasis Teknologi Informasi (T1), maka oleh karena itu
KUA Kecamatan Sukakarya secara manajerial terus berinovasi untuk menjadikan
pelayanan publik lebih efektif di bidang SIMKAH.

Pada tahun 2018, KUA Kecamatan Sukakarya mulai menerapkan aplikasi
SIMKAH. Aplikasi tersebut guna untuk mengembangkan pelayanan KUA dalam
memberikan sistem informasi yang efektif dan efisien dan juga agar dapat memberikan
pelayanan yang baik, cepat dan akurat kepada masyarakat. Diterapkannya aplikasi
SIMKAH guna untuk mempermudah terhadap proses pendataan atau
pengadministrasian data pernikahan, dan juga untuk melindungi kaum perempuan
dalam hal pemalsuan buku nikah yang semakin marak dalam kehidupan
bermasyarakat.

Kendatipun aplikasi SIMKAH memiliki beberapa manfaat dan keunggulan,
namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam penerapannya masih ditemukan
permasalahan terutama ketika sistem tersebut dijalankan oleh PPN di KUA, karena

pada hakikatnya pemberian pelayanan yang prima merupakan kewajibannya sebagai



abdi masyarakat, pelayanan prima hanya dapat diwujudkan apabila pelayanan tersebut
sudah dijalankan sesuai dengan indikator prinsip-prinsip pelayanan publik berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud ialah, Standar pelayanan adalah
tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan
terukur. Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan
dengan memperhatikan prinsip yaitu: sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan,
transparansi dan keadilan.*

Namun dibalik respon positif tersebut ternyata masih terdapat kendala seperti
terbatasnya akses aplikasi SIMKAH, yang mana akses terbatas tersebut dikarenakan
dalam penggunaan aplikasi SIMKAH harus diaplikasikan langsung oleh Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) di Kantor KUA. Maka berdasarkan observasi awal tersebut
peneliti menemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana
kemampuan PPN sehingga dapat menerapkan pelayanan yang prima dan sesuai dengan

indikator prinsip-prinsip pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Publik.



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, dengan fokus prinsip

pelayanan: akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan.

1.2. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian ini ialah
peningkatan pelayanan dalam pencatatan pernikahan oleh aplikasi SIMKAH, dinilai
masih memiliki permasalahan, dilihat dari prinsip pelayanan. Maka melalui indikator
prinsip-prinsip pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 ditinjau dari prinsip pelayanan:
akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan, peneliti ingin melihat sejauh mana
pelayanan yang diberikan oleh PPN di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.
1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat, berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014,
1.4, Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat, berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

15 Tahun 2014.



1.5.

1.6.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pemikiran, pengetahuan, dan
pemahaman. Terutama dalam pemahaman aplikasi Simkah (Sistem Informasi
Manajemen Nikah), dan juga pemahaman tentang bagaimana pelayanan yang
prima melalui prinsip pelayanan publik, serta diharapkan dapat dijadikan rujukan,
dan juga dapat dipergunakan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan,
pemahaman administrasi terutama dalam bidang manajemen dakwah, dapat pula
dijadikan rujukan oleh KUA yang bersangkutan dan dapat dijadikan referensi
terkait dengan topik penelitian.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan semoga dapat memberikan masukan positif untuk lembaga/instansi
dalam memahami penting fungsi manajemen untuk meningkatkan mutu
pelayanan nikah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan juga
bertujuan untuk menghindari salah paham agar proses kinerja lembaga/instansi
terselesaikan secara efektif dan efisien.

Penjelasan Istilah

1. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak dari sebuah komputer yang dapat

dimanfaatkan dalam melakukan tugas tertentu secara langsung oleh

penggunanya. Aplikasi juga dapat menyimpan data-data dengan aman dan



1.7.

cepat, sehingga aplikasi dapat menjadi solusi dari dalam menyimpan suatu hal

yang penting.

. Aplikasi SIMKAH adalah sebuah sistem informasi manajemen yang berbasis

website, yang dikeluarkan melalui surat Keputusan Nomor DJ.11/369 tahun
2013 oleh Dirjen BIMAS islam. Yang di dalamnya terdiri dari fitur-fitur
keamanan yang dapat menyimpan data-data pernikahan dengan aman.

Sehingga dapat meminimalisir pemalsuan data-data pernikahan.

. BIMAS islam adalah singkatan dari bimbingan masyarakat islam dan juga

selaku unsur pelaksana yang berada dibawah kementrian agama. Yang mana
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh Direktur

jenderal.

. PPN adalah singkatan dari pembantu pegawai pencatat nikah, PPN tersebut

diangkat oleh Kepala Kantor kementerian Agama Kab/Kota untuk membantu
tugas penghulu penikahan dan juga sebagai Pembina kehidupan rumah agama
di desa/gampong.

Metodologi Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan secara metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu data

yang didapat dari lapangan® Tujuan peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian

S Arief Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Surabaya : Usaha Nasional, 1992),

Hal.21.
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kualitatif deskriptif adalah untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai
pelayanan yang diberikan oleh PPN untuk melayani masyarakat dalam pelaksanaan
aplikasi SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di KUA Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang.
1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk
memusatkan pikiran terhadap suatu objek di lapangan agar dapat memperoleh suatu
informasi, data dan fakta dilapangan yang diperlukan peneliti sehubungan dengan
kebutuhan yang utuh dalam membangun konstruksi penelitian yang permanen,
sehingga dapat menciptakan penalaran secara komprehensif dan terpadu dalam status
kemahasiswaan.

Tabel. 1.1.
Fokus Penelitian

~ DIMENSI ~ INDIKATOR - SUMBER
Pelaksanaan aplikasi Peraturan Menteri Pendayagunaan
SIMKAH di KuA & Akuntabt?l Aparatur Negara dan Reformasi
Kecamatan b. Berkelanjutafn Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
Sukakarya ~ dalam  © Transpar-an3| tentang ~ Pedoman  Standar
meningkatkan d. Berkeadilan Pelayanan

pelayanan masyarakat

1.7.3. Lokasi Penelitian
Untuk melakukan sebuah penelitian maka diperlukan pula lokasi penelitiannya.

Maka penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Adapun
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faktor-faktor peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu pertama, KUA Kecamatan
Sukakarya merupakan salah satu dari dua KUA yang berada di Kota Sabang yang
memiliki jumlah pendaftaran pernikahan lebih banyak setiap bulannya. Kedua, lebih
dekat dengan tempat tinggal peneliti sendiri, mudah dijangkau secara ekonomis serta
peneliti ingin tahu sejauh mana Aplikasi SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan
Masyarakat.
1.7.4. Jenis dan Sumber Data
1. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini ialah subjek dari mana data tersebut dapat

diperoleh. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data :

a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari
sumber utamanya®. Maka adapun yang menjadi sumber data primer dalam
penelitian ini ialah Kepala KUA, Pegawai KUA, dan masyarakat yang
menggunakan aplikasi SIMKAH Web.

b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui arsip
data dari tempat penelitian yang berguna untuk dapat memperkuat data dari
sumber utama. Maka dalam penelitian ini dokumentasi dan angket merupakan

sumber data sekunder. ?

® Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta : Rajawali, 1987), Hal. 93.
" 1bid. Hal, 94.
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Penentuan informan yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah

Purposive Sampling. Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan peneliti terhadap objek penelitiannya. &

Tujuan adanya sampel adalah untuk mendapatkan informasi-informasi dan

tujuan adanya informan adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh

peneliti dengan jujur, dan bersedia membagikan pengetahuan dan menjunjung tinggi

sikap saling percaya.

1 Kepala KUA

Tabel 1.2.

Informan Penelitian

2  Pegawai Pencatat Nikah

Catin laki —laki
Catin perempuan

4 | Pemandu Nikah

5 Masyarakat

dan

1 Orang

1 Orang

3 Pasangan

1 Orang

5 Orang

Sebagai pemimpin yang
mengorganisasikan, melaksanakan,
melaporkan, dan

mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas

Sebagai operator yang mengelola
dan bertanggungjawab mengenai
pencatatan nikah melalui aplikasi
SIMKAH

Sebagai pasangan calon pengantin
yang menerima pelayanan
pencatatan nikah melalui Aplikasi
SIMKAH

Sebagai Pembina nikah yang
bertanggungjawab atas pelayanan
pembinaan catin di KUA

Sebagai  masyarakat  penerima
pelayanan di KUA

& Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : PT Alphabet, 2016).
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JUMLAH 11 Orang
Sumber : Data diolah Tahun 2021

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah :
1. Observasi
Observasi adalah proses yang didahului oleh pengamatan kemudian
pencatatan yang bersifat sistemastis, logis, dan rasional terhadap berbagai macam
fenomena dalam situasi tersebut.® Maka dalam penelitian ini peneliti mengamati
secara langsung dilokasi penelitian bagaimana proses peningkatan pelayanan
pencatatan pernikahan masyarakat melalui aplikasi online berbasis website yang
berdasarkan indikator Prinsip-prinsip pelayanan.
2. Dokumentasi
Metode lain dalam pengumpulan data kualitatif adalah dengan diperoleh data-
data dari, foto, buku, jurnal, arsip dan sebagainya. Maka peneliti menjadikan
dokumentasi tersebut sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
3. Wawancara
Wawancara sendiri dilakukan adalah untuk mencatat opini yang berkaitan
dengan individu informan tersebut. Peneliti akan menyiapkan beberapa
pertanyaan kepada narasumber, sebagai pedoman dalam wawancara.

1.7.7. Teknik Analisis Data

® Kristanto, V. H, Metodologi Penelitian Pedoman Penelitian Karya Tulis llmiah (KTI), (Yogyakarta :
CV Budi Utama, 2018)
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Teknik analisis data adalah sebuah upaya yang dilakukan seperti
mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola
kembali, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Analisis data
dalam penelitian ini adalah®:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Sebuah proses untuk menyempurnakan data seperti pengurangan data
yang dianggap tidak perlu dan tidak relevan karena mungkin dilapangan data yang
diperoleh lebih banyak. Reduksi data juga berarti merangkum hal-hal yang pokok,
memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting dan jelas. Reduksi data
dilakukan dengan cara memilah data yang paling penting yang disesuaikan dengan
judul atau tema penelitian.

2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat
dipahami dengan mudah dan dapat dianalisis kembali untuk tujuan yang
diinginkan. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif berupa
teks naratif., penyajian data dengan benar, maka akan mudah untuk memahami apa
yang terjadi di lokasi penelitian, dan dapat merencanakan langkah selamnjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

3. Verifikasi Data (Conclusions Drawing/Vertifiying)

10 Alby Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
Hal. 243-249.
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Verifikasi data dilakukan setelah seluruh penyajian data selesai, dan juga
veritifikasi data diambil sesuai dengan hasil penelitian yang berlangsung di
lapangan.

1.7.8. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data
Memeriksa keabsahan data sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Maka,
disini peneliti menggunakan teknik pemeriksa keabsahan data sebagai berikut :
1. Triangulasi Data
Yaitu teknik pemeriksan keabsahan data penelitian dengan cara
membandingkan antara sumber, teori maupun metode penelitian. Moleong

Lexy membagikan teknik pemeriksa keabsahan data menjadi tiga, yaitu;

triangulasi sumber; triangulasi teknik/metode dengan membandingkan hasil

pengamatan dengan hasil wawancara; triangulasi teori yaitu dengan
membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data

penelitian.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan
penelitian. Sehingga dengan adanya penelitian terdahulu tersebut penulis mendapatkan
banyak teori yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengkaji penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang relevan yang terkait dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Skripsi Ayu Oktavia Nita tentang Penerapan SIMKAH dalam Peningkatan Mutu
Pelayanan Nikah di KUA Cimahi Selatan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui realitas penerapan
SIMKAH dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan
KUA Cimahi Selatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa SIMKAH
di KUA Cimahi Selatan sudah berhasil diterapkan dengan baik, jika dilihat dari sisi
Mekanisme SIMKAH (proses transaksi pendaftaran nikah oleh SIMKAH dapat
menghasilkan output seperti pencetakan buku nikah).!

2. Thesis Rahmat Syaiful Hag tentang Efektivitas Program Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi

di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Metode penelitian yang digunakan

1 Ayu Oktavia Nita, Skripsi : “Penerapan Simkah dalam Peningkatan Mutu pelayanan Nikah di KUA
Cimahi Selatan” (Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).

16
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disini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari
penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan program SIMKAH di Kecamatan
Selebar belum berjalan dengan efektif, masih banyak problematika program
SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar salah satunya kurangnya sarana dan
prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf dalam memahami program
SIMKAH. 2

3. Skripsi Ahmad Khoirul Mustaufiddin tentang Implementasi PMA Nomor 19 Tahun
2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Web dan Kartu
Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian lapangan (field research). Berdasarkan analisis maka hasil dari
penelitian ini implementasi aplikasi SIMKAH web di Kecamatan Babadan belum
berjalan dengan efektif, kendala dalam mengoperasikan SIMKAH web terletak pada
servernya yang mengganggu koneksi internet sehingga aplikasi SIMKAH web
berjalan sangat lambat. *3

4. Skripsi Nurhayati tentang Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan melalui E-
Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala. Dalam penelitian

ini digunakan metode penelitian kualitatif, yang dapat mendeskripsikan keadaan

12 Rahmat Syaiful Hag, Thesis : “Efektivitas Program SIMKAH sebagai Upaya Pencegahan
Manipulasi Data (studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota bengkulu)” (Malang: Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

13 Ahmad Khoirul Mustaufiddin, Skripsi : “Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang
Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH web dan Kartu Perkawinan di KUA kecamatan
Babadan” (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
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objek, subjek penelitian berdasarkan suatu peristiwa. Berdasarkan analisis, inovasi
pelayanan pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Syiah
kuala sudah memenuhi karakteristik inovasi yang baik dan benar, dan E-Kartu nikah
juga merupakan sebuah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4
2.2.Teori Sistem
Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam kesatuan untuk
menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan bersama®® Terdapat dua kelompok
dasar pendekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan prosedurnya dan
yang berdasarkan pendekatan komponennya.
1. Pendekatan sistem pada prosedurnya
Sebuah sistem adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan satu
sama lain, dan bekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan
suatu masalah.
2. Pendekatan sistem pada komponennya
Sebuah sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang melakukan interaksi
satu sama lain dengan pola teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk

menyelesaikan suatu masalah tertentu.®

14 Nurhayati., Skripsi : “Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan melalui E-Kartu Nikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala” (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, 2020)

15 Sutarman, “Pengantar Teknologi Informasi ”, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) Hal 5.

16 Mulyadi, “Sistem Akuntansi”, (Jakarta : Salemba Empat, 2010) Hal 5.
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Sistem merupakan suatu bagian yang penting dalam sebuah kegiatan untuk
mencapai tujuan bersama. Seperti dalam hukum negara, untuk tercapainya tujuan maka
diperlukan sebuah sistem, contohnya seperti dalam membuat hukum,
melaksanakannya, dan menjaganya. Sistem juga merupakan unsur-unsur yang
mengikat antar suatu relasi dan lingkungannya, atau sistem juga suatu kumpulan
perangkat yang berhubungan satu sama lain. '

R. Fargen dalam Marimin menyatakan bahwa sistem merupakan sekumpulan
objek yang saling berhubungan antar objek tersebut. Sistem terdiri dari lima unsur
utama yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kumpulan

b. Adanya hubungan yang saling berinteraksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen
c. Adanya sesuatu yang dapat mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan
d. Memiliki suatu lingkungan yang utuh dan kompleks

e. Adanya tujuan bersama sebagai hasil akhir*®

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dan komponen
lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di
dalam sistem  tersebut. Menurut Hutahaean sistem dapat diklasifikasikan dari
beberapa sudut pandang :

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

17 Marimin, “Sistem Pakar”, (Bogor : IPB Press, 2005) Hal 21
18 Tatang M Amirin, “Teori-teori Sistem” (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), Hal 7
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Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang
tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik
diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat
melihatnya, misalnya sistem komputer.

2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak
dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem
reproduksi dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem
yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia,
misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain.

3. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik

Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah
laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi
dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan, misalnya sistem
komputer, adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan
berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem
probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depanya tidak dapat diprediksi
karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem manusia.

4. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup
Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan
lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem

terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi
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dengan kontrol olen satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang
digunakan dalam masyarakat modern. Sistem ini menerima masukan dan
menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya, misalnya sistem kebudayaan manusia.
Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak
terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa
adanya campur tangan dari pihak luar. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi
kenyataannya tidak ada sistem yang benar- benar tertutup, yang ada hanyalah relatively
closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup).*®

Berdasarkan teori sistem di atas peneliti akan melihat bagaimana Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) beroperasi di lokasi penelitian. Aplikasi
SIMKAH merupakan sebuah wujud inovasi baru bagi masyarakat yang dapat
memudahkan dalam pendaftaran nikah di KUA, dengan adanya SIMKAH data-data
masyarakat disimpan dengan aman dan juga akurat oleh PPN di KUA.
2.3.Teori Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “Layan” yang berarti Menolong
menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain untuk perbuatan melayani. “Pada
dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia”.?°

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Sampara Lukman pelayanan

merupakan kegiatan yang menguntungkan dalam sebuah kesatuan, yang menawarkan

19 J. Hutahahean, “Konsep Sistem Informasi”, (Yogyakarta : Deepulish, 2015)
20 Sinambela, lijan, “Reformasi Pelayanan Publik ”, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014) Hal 3.
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kepuasan. Dan Sampara Lukman juga berpendapat pelayanan merupakan kegiatan
yang terjadi dengan adanya interaksi langsung antar seseorang dan orang lain yang
menyediakan kepuasan pelanggan.?! Teori tersebut sesuai dengan prinsip survey
kepuasan masyarakat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menurut Moenir menyebutkan bahwa Pelayanan merupakan suatu proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.?? Sedangkan
menurut Daryanto dan Setyobudi menyebutkan bahwa “Pelayanan merupakan suatu
proses yang menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, kemudian diberikan
kepada pelanggan”.?®

Pelayanan publik memiliki dua konsep, yang dikenal dengan dua jenis pelaku
pelayanan yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan adalah
pihak yang memberikan suatu layanan yang dibutuhkan oleh konsumen, baik dalam
bentuk barang maupun jasa.?*

Berdasarkan buku Agus Priyanto “Menakar Kualitas Pelayanan Publik” yang

menjelaskan bahwa pelayanan public terdiri dari tiga jenis, yaitu :2°

2L Sampara Lukman, “Manajemen Kualitas Pelayanan”, (Jakarta : STIA LAN Press, 2000) Hal.56

22 Moenir, “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia ”, (Jakarta. PT. Bumi Aksara, 2016)

23 Setyobudi, Tjiptono, Daryanto, “Konsumen dan Pelayanan Prima”, (Yogyakarta: Gava Media,
2014)

24 Atep Adya Barata, “Dasar-Dasar Pelayanan Publik 7, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006) Hal 3

25 B.J. Habibie, “Melesat atau Kandas New Indonesia dari Smart City Menuju Smart Nation ” (Jakarta:
PT Gramedia, 2016) Hal.70.
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a. Pelayanan administratif: yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai
produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Produk ini meliputi status
kewarganegaraan, setatus usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau
penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen
resmi seperti izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain
sebagainya.

b. Pelayanan jasa: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutunkan masyarakat. Misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan
transportasi, dan lain sebagainya.

c. Pelayanan barang: yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang
dibutuhkan masyarakat. Misalnya jaringan telepon, listrik, air bersih dan
sebagainya.

Upaya pencapaian pelayanan yang baik dapat dilihat dengan memperhatikan
kembali asas pelayanan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik pasal 4 penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : 26
1. Kepentingan Umum, pelayanan yang diberikan harus berdasarkan kepentingan

umum.

2. Kepastian hukum, pelayanan publik harus memiliki kepastian hukum yang jelas.

3. Keprofesionalan, harus profesional dalam memberikan pelayanan.

26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 tentang Pelayanan Publik.
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4. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

5. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan.

6. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

7. Partisipasi, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

8. Kesamaan Hak, tidak membedakan suku, ras agama, golongan, gender, ekonomi
(tidak deskriminatif).

9. Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan dan juga ketepatan waktu.

10. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak.

Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan satu dari aspek yang harus
diperhatikan oleh penyelenggara layanan, sehingga pelayanan ini berorientasi pada
perbaikan tersebut sebagai salah satunya dengan pemberian pelayanan terbaik. 2’

Prinsip pelayanan publik sangat dibutuhkan pelayanan prima dirumuskan
dalam SESPANAS LAN dalam Sudeti menyebutkan sebagai berikut:?8
1. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa;

2. Pelayanan prima ada, bila ada standar pelayanan;

27 Amirulkamar, “Administrasi Kepegawaian Negara”, ( Banda Aceh, 2021) Hal 3.
28 Sudeti, “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Public ”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
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3. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar.

Berdasarkan teori pelayanan tersebut maka peneliti ingin melihat sejauh mana
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Memberikan pelayanan yang efektif
adalah kewajiban dari aparatur negara kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bersama. Dengan adanya peningkatan pelayanan pencatatan nikah yang sebelumnya
menggunakan pencatatan manual hingga ditingkatkan menjadi pencatatan berbasis
website merupakan sebuah bentuk kepedulian dari aparatur negara kepada masyarakat
agar memudahkan masyarakat dalam hal pencatatan nikah.

2.4. Teori Sumber Daya Manusia

Dalam penerapan sebuah kebijakan memerlukan sumber daya sebagai
pelaksana yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Edwards 11l dalam Tjilen
(2020), menyatakan “Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif
meliputi staff (jumlah Personil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan), majority
(kewenangan), information (informasi), dan facilities (fasilitasi)”.°

Sumber-sumber dalam hal ini adalah aparat pelaksana kebijakan sebagaimana
seperti yang dimaksudkan oleh kaho adalah “Pentingnya faktor manusia pelaksana,
karena manusia adalah subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan, manusialah pelaku

dan penggerak proses mekanisme dalam suatu sistem pemerintahan”.*

2 Alexander Phuk Tjilen, “Konsep, teori dan Teknik., analisis Implementasi, kebijakan publik (studi
implementasi program rencana strategis pembangunan kampung) ”, (Bandung: Nusamedia, 2020),
Hal. 42.

30 |bid
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Pemahaman SDM sebagaimana Hasibuan menyebutkan bahwa “Manajemen
sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan”.3' Dengan demikian
sumber daya manusia harus memiliki qualified berupa pengetahuan, kemampuan
maupun keahlian sehingga mampu berkompetesi. Secara aspek sumber daya manusia
sangatlah penting dalam peningkatan kualitas, sehingga semua aspek yang dilakukan
dalam peningkatan aspirasi masyarakat yang baik maka diperlukan sumber daya
manusia yang berkualitas.

Dalam dunia modern, sumber daya manusia mengutamakan keunggulan
kompetitif personal organisasi agar dapat mengembangkan sumber daya manusia lebih
cepat dan menerapkan pengetahuan lebih efektif daripada pesaingnya. Dalam
pemahaman Wilson yang menyebutkan bahwa “Pengembangan sumber daya manusia
(Human Resource Development) merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan
dan keterampilan yang dilakukan melalui pendidikan”.*?

Dengan demikian keberadaan manusia sebagai sumber daya sangat diperlukan
baik secara ekonomi maupun sosial. Sehingga dalam pandangan Sedarmayanti
menyebutkan sebagai berikut :

Manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan suatu gerakan
pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup

potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan

31 Hasibuan Malayu, “Manajemen Sumber Daya Manusia” (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013)
32 Wilson Bangun, “Manajemen Sumber Daya Manusia” (Jakarta : PT. Rafika, 2013)
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kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun pengembangan dirinya.®*Sumber
daya manusia dianggap semakin penting dengan adanya pemanfaatan aplikasi
SIMKAH Web yang berguna untuk pencapaian tujuan, sehingga istilah manajemen
mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya
pimpinan dapat mengelola sumber daya manusia agar aktivitas kerja mencapai hasil
yang maksimal.

Secara umum pemahaman sumber daya manusia sebagaimana yang dikatakan
Sedarmayanti bahwa “Empowerment adalah suatu peningkatan kemampuan yang
sesungguhnya potensi ada dan usahanya adalah dari kurang berdayanya menjadi lebih
berdaya”.3* Adapun pengertian sumber daya manusia diklasifikasikan kepada 3 (tiga)
pengertian sebagaimana Nawawi menyatakan bahwa :

a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi
(sering disebut pegawai atau karyawan);

b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi
dalam mewujudkan eksistensinya;

c. Sumber daya manusia adalah potensi dan juga merupakan aset yang berfungsi
sebagai modal (Non material/Non finansial) di dalam organisasi, yang diwujudkan
menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi

organisasi. ®

33 Sedarmayanti, “Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil” ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2016)

% 1bid

% Hadari Nawawi, “Metode Penelitian Sosial” (Yogyakarta: Gajah Mada University, Pres, 2013)
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Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam
sebuah instansi maupun perusahaan yang mana memiliki fungsi sebagai sebuah aset
sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jika kemampuan SDM
semakin baik maka semakin baik pula pelayanan yang akan diberikan kepada
masyarakat dan akan menghasilkan pelayanan yang efektif.

2.5. Teori Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa yunani dari kata Organon yang berarti ala.
“Secara sederhananya dapat kita artikan bahwa organisasi merupakan sebuah alat atau
instrumen yang memiliki aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama
guna mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan
satu orang.”3®

Organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran yang didirikan
dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan

juga kepuasan pemiliknya.®” Stephen P. Robbins mendefinisikan organisasi adalah
kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang
relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk
mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 8

Pengertian organisasi sebagaimana Weber dikutip oleh Silalahi, yang

menyebutkan bahwa “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap

3% Mesiono, “Manajemen dan Organisasi ” (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010) Hal 39
37 Irham Fahmi, “Perilaku Organisasi”( Bandung : Alfabeta, 2016) Hal. 2
38 Stephen P. Robbins, “Perilaku Organisasi”( Jakarta : Indeks (terjemahan), 2003)
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individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu
lainnya”.3® Dalam organisasi secara umum memberikan batasan mengenai organisasi
itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Miles dalam Gomes yang menyebutkan
bahwa “Organisasi tidak lebih dari sekelompok orang yang berkumpul bersama
disekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input-input dari
lingkungan menjadi barang atau jasa-jasa yang dapat dipasarkan. Organisasi dapat
dibagi kedalam dua sudut pandang, yaitu:
a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan,
b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam
suatu ikatan formal. 4°

Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis,
dalam arti dapat menyesuaikan diri kepada perubahan, pada hakikatnya merupakan
bentuk yang dengan sadar diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang sudah
diperhitungkan. Secara umum ada beberapa bentuk organisasi yang selama ini dipakai
atau dianggap familiar untuk diterapkan vyaitu, Organisasi Garis, Organisasi
Fungsional, Organisasi Garis dan staf. *

Dalam konsep organisasi dikenal dengan istilah organisasi dengan sistem
tertutup dan sistem terbuka. Kedua sistem tersebut dipakai dan diterapkan berdasarkan

pada kondisi yang disesuaikan. Dalam arti organisasi yang menerapkan sistem tertutup

% Silalahi, “Organisasi”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)
40 Miles dalam Gomes, “Organisasi Publik” ( Jakarta : Rosdakarya, 2013) Hal 23.
41 [rham Fahmi, “Perilaku Organisasi” (Bandung : Alfabeta, 2016) Hal 2.



30

dengan alasannya masing-masing serta ada pula organisasi yang menerapkan sistem
terbuka dengan alasannya masing-masing.*?

Struktur organisasi pada sebuah instansi pemerintahan sangat diperlukan untuk
membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab agar menjadi lebih jelas dan
lebih mudah, dan juga dapat mengurangi adanya konflik internal yang terjadi dalam
sebuah instansi yang menunjukkan batas antara Kepala Bagian dan Karyawannya.
Struktur organisasi KUA Kecamatan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pada
pasal 5 disebutkan bahwa susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas : Kepala
KUA Kecamatan; Petugas Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2.6.Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep penelitian yang dipadukan
dengan daftar pustaka, konsep, dan landasan teori yang menggambarkan kejadian yang
berhubungan antara sebab dan akibat dalam bentuk bagan atau diagram. Kerangka
pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang Aplikasi SIMKAH dalam
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang.

Penerapan aplikasi SIMKAH dianalisis melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 yang

ditinjau dari 4 indikator yaitu :

42 1hid.
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1. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan
sebagai upaya peningkatan pelayanandan inovasi pelayanan.

3. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat.

4. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan
dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi
geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Gambar 2.1.

Kerangka Berpikir

Penerapan aplikasi SIMKAH

Permasalahan Teorl

Teori Sistem
Penerapan aplikasi SIMKAH di Teori Pelayanan

tinjau dari prinsip  Standar Teori Sumber

Pelayanan Daya Manusia
Teori Organisasi

Indikator prinsip-prinsip pelayanan
berdasarkan Perarturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Terlaksananya  pelayanan  aplikasi
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 SIMKAH sesuai dengan harapan.

Tahun 2014

. Sederhana, (tidak diteliti)
. Partisipatif, (tidak diteliti)
. Akuntabel,

. Berkelanjutan,
. Transparansi,
Keadilan




32

Sumber : Data diolah tahun 2021




BAB 111

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Keadaan Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya
3.1.1. Keadaan Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya merupakan salah satu sub
unit kerja dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang berada
dalam wilayah Kota Sabang yang terletak di lingkungan Gampong Paya Seunara
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

Secara umum KUA Kecamatan Sukakarya melayani 8 Gampong di Kota
Sabang yaitu, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Timur,
Gampong Aneuk Laot, Gampong Krueng Raya, Gampong Paya Seunara, Gampong
Batee Shok, Gampong Iboih.

Kecamatan Sukakarya terletak :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukajaya
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
4. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia
3.2.  Pelaksanaan Program Kerja

3.2.1. Tugas dan Pokok Program

32
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Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

1981, maka tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai

berikut :

1. Tugas Pokok

2.

Tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya adalah
melayani nikah dan rujuk, bimbingan dalam bidang agama masyarakat ; tentang
Kemasjidan, Perwakafan, dan Zawaib sosial; sebagai realisasi dari pelaksanaan
sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kota Sabang dalam bidang
Urusan Agama Islam.

Pokok-pokok program yang telah dilaksanakan

. Melaksanakan penertiban organisasi dan administrasi sesuai dengan arsip

dinamis

. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai, baik waktu masuk maupun

waktu pulang kantor.

. Menerapkan disiplin kerja sesuai dengan pembagian tugas yang dibebankan

kepada setiap pegawai.

. Menugaskan pegawai untuk mengikuti penataran yang diadakan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kantor Kementerian Agama Kota
Sabang, dan Instansi-instansi yang terkait lainnya, untuk peningkatan

kemampuan kerja para pegawai.

. Menugaskan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) untuk mengikuti

penataran yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
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Aceh, guna untuk meningkatkan kemampuan kinerja PPN, terutama dalam hal

pencatatan pernikahan.

f. Peningkatan ke-tata usahaan, serta kinerja kepenghuluan, kemasjidan, zawaib

sosial, pembinaan, dan penyuluhan gizi serta pembinaan keluarga sakinah.

3.2.2. Perlengkapan Kantor dan Kegiatan

1. Perkantoran dan Administrasi

a.

Pemeliharaan Kantor sesuai dengan fasilitas yang ada terutama
perawatan gedung dan lain-lain.

Kebersihan Kantor telah diupayakan semaksimal mungkin, meskipun
tidak ada tenaga khusus.

Pemasangan papan nama Kantor, papan Badan Penasehat Perkawinan,
Perselisihan Perkawinan (BP-4), dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) telah dilakukan.

Pengadaan papan statistik NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), biaya
NR (Nikah, Rujuk), papan Pengumuman Kehendak Nikah, Data
penduduk sesuai dengan jumlah penduduk dan pemeluk agama serta
statistik umum telah dipasang seluruhnya pada tempatnya yang tepat,
agar mudah dibaca oleh masyarakat.

Pengadaan mobiler yang terdiri dari meja, kursi, tamu, kursi kepala, dan
kursi staf telah tersedia dengan baik.

Penempatan lemari arsip, lemari perpustakaan serta Filing Cabinet telah

dilakukan secara baik.
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2. Administrasi Kantor
a. Mesin ketik, computer, Kalkulator, dan ATK lainnya.
b. Buku Kas pembantu
c. Perlengkapan lainnya.
3. Kegiatan yang telah dilaksanakan
a. Tata Laksana Pernikahan

1. Pendaftaran pernikahan melalui pegawai, kemudian diteruskan
kepada Kepala dan seterusnya diproses oleh staf administrasi nikah
dan Rujuk.

2. Perlengkapan surat-surat pernikahan sudah dilaksanakan dengan
baik, meskipun masih terdapat kekurangan.

3. Pemberian tenggang waktu sepuluh hari kerja sejak pendaftaran
nikah bagi para calon pengantin berjalan dengan baik.

4. Kehadiran kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk
pemeriksaan di KUA sebelum acara pernikahan berlangsung untuk
memperoleh bimbingan awal telah dilaksanakan dengan baik.

5. Pengarsipan bundel menggunakan map khusus untuk menggunakan
sistem arsip dinamis.

6. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka pihak KUA hanya berwenang mencatat
peristiwa Talak/Cerai, sedangkan kutipan dan aktenya dikeluarkan

oleh Mahkamah Syari’ah.
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Adapun pemeriksaan, pembinaan, tentang Administrasi NTCR dan keuangan
dilakukan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam dalam waktu tiga bulan sekali, sudah
berjalan dengan baik.

b. Penyuluhan

Upaya penyuluhan Undang-undang Perkawinan dilaksanakan melalui :

1. Calon Pengantin, secara perorangan pada saat pernikahan
dilangsungkan di Balai Nikah maupun di luar Balai Nikah.

2. Remaja, melalui instansi yang terkait terutama bagi mereka yang
sudah sampai usia kawin (SLTA), melalui Majlis Ta’lim, Posyandu,
kegiatan safari ramadhan dan pada acara hari-hari besar islam.

c. Keuangan

Penerimaan biaya NR dilakukan sebagai berikut :

1. Penerimaan biaya NR dilakukan oleh Bendahara Penerima yang
ditunjuk oleh Kepala Kemenag Kota Sabang.

2. Pembukuan keuangan terdiri dari Tabelaris umum Kecamatan dari
Buku Keuangan Bedolan.

3. Uang NR disetor melalui Giro Pos/Bank di Kota Sabang pada setiap
peristiwa nikah.

3.2.3. Kegiatan Bidang Sektoral
1. Bidang Kemasjidan
a. Menertibkan Registrasi Kemasjidan

b. Mendata ulang Masjid dan Mushalla
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c. Memberikan penyuluhan kepada Remaja Masjid dalam rangka menuju
Masjid yang paripurna dan penyuluhan lainnya yang berkaitan dengan
bidang Urusan Agama Islam.

d. Mengirim Pegawai KUA dan Penyuluh Agama Islam ke Masjid-masjid
untuk menjadi Khatin/Penceramah.

2. Bidang Perwakafan

a. Menertibkan Register/Buku Administrasi Perwakafan

b. Membuat Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti bagi yang telah memenuhi
syarat

c. Mengirim Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti ke Badan Pertanahan
Nasional Kota Sabang wuntuk dibuat sertifikat setelah selesai
persyaratannya melalui Kantor Kementerian Agama

3. Bidang Zakat dan Ibadah Sosial

a. lkut serta dalam kegiatan BAZIS tingkat Kecamatan dan Kota dalam
upaya penyuluhan kepada masyarakat.

b. Ikut serta memonitor pengumpulan dan pembagian Zakat, Infag dan
Sadagah.

c. Menjadi Khatib pada setiap hari raya Idul Fitri dan Adha.

d. Pendataan TPQ, penyuluh Agama Islam dan Guru pengajian.

e. Pendataan Remaja Masjid dan Remaja-remaja yang bergabung dalam
kegiatan keagamaan.

3.2.4. Kegiatan Lintas Sektoral
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Kegiatan Lintas Sektor yang dimaksud disini adalah kepada
masyarakat/organisasi baik resmi maupun tidak resmi baik langsung di bawah Kantor
Kementerian Agama maupun bersifat terpadu yaitu :

1. Badan penasehat perkawinan perselisihan dan perceraian (BP-4)
a. Menunjang Administrasi BP-4

1) Buku tamu

2) Buku pendaftaran

3) Buku keuangan

4) Brosur-brosur majalah nasehat Perkawinan

5) Blangko penasehatan

6) Ruang BP-4

b. Proses Penasehatan

1) Pendaftaran

2) Mengisi data identitas Calon pengantin/Calon perselisihan

3) Pelaksanaan penasehatan

c. Kegiatan penyuluhan BP-4 dipadukan dengan kegiatan Kantor Urusan Agama

2. Pembinaan Pengamalan Agama Islam (P2A)
a. P2A Kecamatan Sukakarya dalam segi keuangan sangat prihatin, sebab hanya
mengadakan pemasukan dari peristiwa N/R, yang rata-rata hanya 6 peristiwa

setiap bulannya.

3. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)
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a. Administrasi BKM Kecamatan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
petunjuk Kepala Kantor Kemenag Kota Sabang.
b. Arahan keunagan BKM, seperti kemasjidan, BP-4, P2A dan administrasi
tunjangan oleh buku-buku pembantu kegiatan.
4. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Imunisasi
a. Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan yang bersifat ceramah telah dilakukan
secara terpadu, meskipun belum sempurna
b. Imunisasi, TTI, bagi calon pengantin wanita telah berjalan secara baik
c. Laporan UPGK dilaksanakan dalam tiga bulan sekali.
5. Usaha Keluarga Sakinah
a. Pembentukan pengurus atau satgas keluarga sakinah telah dibentuk meskipun
belum dilantik
b. Usaha penyuluhan keluarga sakinah telah dilaksanakan bersama dengan
pengurusnya, meskipun belum secara menyeluruh.

Sejak 2018 sudah diberlakukannya pencatatan nikah melalui aplikasi
SIMKAH di KUA Kecamatan Sukakarya yang dihimbau oleh keputusan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk menggunakan aplikasi
tersebut pada setiap KUA Kecamatan. Dengan adanya aplikasi pencatatan
nikah melalui aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan akan membantu
pelayanan yang diberikan oleh KUA kepada masyarakat. Pelayanan melalui
aplikasi juga merupakan sebuah wujud inovasi baru bagi pemerintah untuk

dapat memberikan pelayanan yang cepat dan terjamin keamanan data yang
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akan tersimpan dalam aplikasi tersebut. Tentunya dengan pergantian sistem
pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sukakarya, membawa dampak
pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat dalam hal pencatatan nikah yang
cepat dan akurat.

Fungsi aplikasi pencatatan nikah secara umum adalah untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan data-data
pernikahan, dan juga aplikasi SIMKAH dapat membantu proses pelayanan

pencatatan nikah dengan cepat dan mudah.

KEPALA KUA
FIRDAUS, S.Ag

PENGHULU AHLI
MUDA
FIRDAUS, S.Ag

PENGHULU AHLI
PERTAMA
NAZAR FUADI NUR, S.H

{

OPERATOR | ADMINISTRASI
YUHANAT MAULINA. S.E KERUMAHTANGGAAN
FITRAH RIZOI. S.H

ADMINISTRASI DAN
DOKUMENTASI
YUSRIZAL, S. Pd. |

Gambar 3.1.
Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang
dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat, berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan
berdasarkan dari temuan peneliti pada saat turun langsung ke lapangan. Pembahasan
mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat,
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 yang ditinjau dari beberapa indikator. Adapun uraian
disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan juga
sesuai dengan rumusan masalah. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dari
penelitian ini disajikan sebagai berikut :

4.1.1. Akuntabel

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan sebuah ukuran yang dapat mengukur
apakah aktivitas birokrasi atau pelayanan yang dijalankan dalam suatu pemerintahan
sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan mampu memberikan

kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Akuntabilitas juga sebuah kewajiban bagi
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pemerintah agar dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban kepada publik,
seperti memberikan laporan atau keterangan yang dibutuhkan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pelayanan publik ialah memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan yang telah
ditetapkan pada suatu instansi tersebut, dengan demikian yang menjadi tolak ukur
dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah nilai-nilai atau norma-norma yang sudah
ditetapkan dan berlaku dalam kehidupan publik.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas
pelayanan publik adalah bagaimana pelayanan pada sebuah instansi dapat terus
bergerak memutari masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan
yang diterima. Dengan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik
tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga dapat memberikan kepercayaan
atau arti yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan.

Maka dari itu akuntabilitas sudah jelas memiliki peran penting dalam
penyelenggaraan pelayanan publik pada sebuah instansi, oleh karena itu penyelenggara
pelayanan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai
atau SOP yang telah ditetapkan pada suatu instansi tersebut. Salah satunya seperti
instansi yang dibutuhkan masyarakat secara langsung dan akan terus dibutuhkan untuk
melengkapi data-data identitas diri. Terdapat beberapa indeks yang dapat ditinjau
dalam menjalankan indikator akuntabilitas penyelenggaraan suatu pelayanan publik

yang dilakukan pemerintah.
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Pertama, Adanya kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan SOP. SOP

(Standar Operasional Prosedur) merupakan acuan dalam menjalankan tugas-tugas

pemerintah sesuai dengan fungsi dan penilaian kinerja pada sebuah instansi untuk

mencapai hasil kerja yang efektif. SOP juga salah satu cara yang dapat mengukur

akuntabilitas sebuah instansi yang mana harus adanya kesesuaian antara SOP dan

pelaksanaan pelayanan yang terjadi dilapangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA di KUA Kecamatan

Sukakarya yang menjelaskan bahwasanya :

“KUA Kecamatan Sukakarya sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan SOP yang berlaku. Salah satunya seperti kami sudah melakukan
yang terbaik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menyelesaikan
data-data yang diperlukan masyarakat contohnya dalam pencatatan nikah
pada aplikasi SIMKAH yang mana data tersebut akan langsung terinput dan
dipertanggungjawabkan ke Kantor pusat. "3

Hal ini juga sesuai dengan pertanyaan Pembantu Pencatatan Nikah (PPN)

selaku Informan yang bertanggungjawab dalam hal pencatatan nikah di KUA

Kecamatan Sukakarya bahwasanya :

“Kami terus berusaha untuk menyelesaikan penginputan data-data catin dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat sesuai dengan SOP pelayanan
KUA dan sesuai dengan jadwal pernikahan yang sudah direncanakan oleh
masing-masing catin. Proses pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH, catin
hanya perlu melengkapi data diri dan membawa data-data diri seperti KTP,
KK, akta kelahiran, KTP wali, dan hal lainnya, kemudian jika semua data
sudah terkumpul kami akan langsung melaksanakan proses pendaftarannya
melalui aplikasi, dan data catin akan langsung terinput ke Kantor pusat. 744
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Wawancara dengan bapak Firdaus, S. Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 23 April 2021

Wawancara dengan ibu Yuhanat Maulina, SE., selaku PPN KUA Kecamatan Sukakarya
pada tanggal 23 April 2021
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Manfaat adanya SOP pada sebuah instansi menurut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi pemerintahan. Antara Lain :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan
yang menjadi tugasnya;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang
aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi
manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan
proses sehari-hari;

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas

6. Menciptakan ukuran standar Kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit
untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah
dilakukan;

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan dapat berlangsung
dalam berbagai situasi;

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan

prosedur;
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11.

12.

13.

14.

15.
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Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh
aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur

Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur
dalam melaksanakan tugasnya;

Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan
hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

Membantu penyelesaian terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan;

Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar
pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja
pelayanan.*

Pembina nikah juga menyatakan hal yang serupa dengan Kepala KUA dan staf

PPN di KUA Kecamatan Sukakarya. Bahwasanya:

“Saya sebagai Pembina Nikah di KUA Kecamatan Sukakarya telah melakukan
penjadwalan dalam hal pembinaan nikah maupun akad nikah dengan sebaik
mungkin dengan melakukan musyawarah dengan wali catin, agar nantinya
tidak terjadi benturan jadwal antara pasangan catin yang satu dengan yang
lainnya. Pembinaan nikah dilakukan setelah pasangan catin melakukan
penginputan data lengkap oleh PPN dan kemudian akan langsung dijadwalkan
untuk pembinaan nikah. Dalam hal ini kami bertujuan memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat demi mendapatkan kepuasan masyarakat.*®

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
pemerintahan

46 Wawancara dengan bapak Nazar Fuadi Nur, SH., selaku Pemandu Nikah di KUA Kecamatan
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Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan salah seorang masyarakat yang
sudah pernah mendaftar nikah melalui aplikasi SIMKAH web dan salah satu pasangan
catin selaku informan dalam penelitian ini. Bahwasanya:

“Menurut kami KUA Kecamatan Sukakarya sudah melayani masyarakat
dengan baik, sesuai dengan tugas-tugas mereka sebagai pemberi layanan
kepada masyarakat. Dalam hal pendaftaran nikah juga tidak lama jika syarat-
syaratnya sudah lengkap untuk diproses. Keperluan lainnya juga diproses
dengan cepat. Dan jadwal dalam melaksanakan nikah maupun bimbingan
nikah juga sudah diatur dengan baik sehingga tidak terjadi bentrok antara satu
pasangan catin dan yang lainnya.”*'

Begitu juga dengan empat orang masyarakat lainnya yang telah diwawancarai
oleh peneliti yang mengatakan hal yang sama terkait kesesuaian kinerja pelayanan di
KUA sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Maka berdasarkan observasi peneliti dan
hasil wawancara informan, KUA Kecamatan Sukakarya sudah melakukan pelayanan
terhadap pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH web sesuai dengan SOP yang
telah ditetapkan di KUA tersebut. Dengan adanya ketepatan waktu dalam melayani
masyarakat maka instansi tersebut sudah menerapkan salah satu nilai atau norma yang
terkandung didalam SOP instansi tersebut.

Kedua, Adanya Sanksi. indeks yang kedua dalam mengukur indikator
akuntabilitas ialah adanya sanksi yang dikenakan apabila pelayanan yang diberikan
tidak sesuai dengan SOP yang sudah berlaku pada instansi tersebut. Misalnya seperti

menunda-nunda penginputan data masyarakat pada pendaftaran dalam aplikasi

SIMKAH yang seharusnya sudah terinput dan sudah terdaftar sebagai catin di pusat.

Sukakarya tanggal 23 April 2021
47 Wawancara dengan ibu siti nurhaliza selaku masyarakat penerima layanan KUA Kecamatan
Sukakarya pada tanggal 19 Mei 2021
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Sebagaimana hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Sukakarya
bahwasanya :

“Jika kami tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat seperti tepatnya

waktu dalam menyelesaikan pencatatan nikah pada aplikasi SIMKAH yang

nantinya data tersebut harus langsung terinput, maka kami akan mendapatkan

sanksi secara langsung maupun tidak langsung seperti berupa teguran via

telpon maupun teguran pada saat rapat dari Kemenag Kota atau kanwil (kantor

wilayah) ataupun teguran secara tidak langsung seperti mutasi tugas dan juga
2 48

tertundanya pembayaran uang operasional Kantor”.

Pernyataan Kepala KUA tersebut juga didukung oleh pernyataan dari PPN
KUA Kecamatan Sukakarya. Bahwasanya :

“Kinerja kami dipantau oleh Kemenag Kota atau Kanwil, apalagi dalam

penginputan data dari aplikasi SIMKAH yang prosesnya tersebut akan

otomatis terinput di Kemenag Kota atau Kantor pusat/Kanwil” *°

Terkait indeks untuk mengukur indikator akuntabilitas yaitu Adanya sanksi,
berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara maka dapat peneliti simpulkan bahwa
instansi pusat atau kanwil juga ikut menilai Kinerja para instansi bawahannya dalam

hal menyelenggarakan pelayanan publik untuk mendapat kepuasan masyarakat.

Berdasarkan kedua indeks yang telah peneliti gunakan untuk mengukur
indikator akuntabel, maka dapat peneliti simpulkan bahwa KUA Kecamatan Sukakarya
telah menerapkan prinsip standar pelayanan yang diukur melalui indikator akuntabel
yang mana standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan

kepada pihak yang berkepentingan.

4 Wawancara dengan bapak Firdaus, S. Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Sukakarya pada tanggal
23 April 2021

49 Wawancara dengan ibu Yuhanat Maulina, SE., selaku PPN di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 23 April 2021
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4.1.1.Berkelanjutan

Pada indikator ini dijelaskan bahwa, sebuah sistem dapat dikatakan menjadi
lebih baik apabila sistem tersebut berkelanjutan dan terus berkembang dengan inovasi-
inovasi baru didalamnya, sama halnya dengan perkembangan sistem informasi
pencatatan nikah (SIMKAH) yang dapat terus berkembang dan terus mendapat
inovasi-inovasi baru. Dalam indikator ini juga terdapat indeks yang ditinjau untuk
mengukur indikator tersebut.

Pertama, Inovasi. Inovasi merupakan sebuah ide baru yang dapat memperbaiki
atau mengembang suatu produk atau jasa menjadi lebih baik. Dalam hal ini aplikasi
SIMKAH memiliki sebuah inovasi baru yaitu berupa adanya kartu nikah digital yang
mana dapat mempermudah pemeriksaan keabsahan pernikahan suami-istri, praktis
untuk dibawa kemana saja dan kartu nikah digital ini juga dapat menghindari adanya
pemalsuan dokumen pernikahan.

Seperti yang disampaikan pegawai pencatatan nikah (PPN) di KUA Kecamatan
Sukakarya terkait langkah-langkah untuk mendapatkan kartu nikah digital:

“Untuk dapat mencetak kartu nikah digital atau e-kartu nikah pada blangko

yang sudah tersedia, maka harus sudah melakukan pendaftaran melalui

aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan yang dilakukan langsung oleh PPN di

KUA yang bersangkutan kemudian PPN akan melakukan input pemeriksaan,

dalam hal ini PPN di KUA akan melihat keabsahan data-data yang diberikan

oleh catin, lalu langkah berikutnya adalah input pencatatan, langkah ini
dilakukan apabila data yang diperlukan sudah lengkap semua kemudian

langsung dapat melakukan cetak kartu nikah digital atau e-kartu nikah pada
blangko yang sudah tersedia. ">

50 Wawancara dengan ibu Yuhanat Maulina, SE., selaku PPN di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 23 April 2021
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Gambar 4.2. Aplikasi SIMKAH dalam proses cetak Kartu Nikah digital

Salah satu informan selaku masyarakat juga mengatakan bahwasanya :

“Inovasi terbaru pada aplikasi SIMKAH terkait adanya kartu nikah e-digital
atau e-kartu nikah sangat menguntungkan dalam kehidupan masyarakat yang
mana jadi lebih praktis dalam menyatakan status diri kepada masyarakat atau
untuk keperluan tertentu. Inovasi kartu nikah digital atau e-kartu nikah sama
sekali tidak merugikan atau memberat pihak masyarakat, seperti dalam hal
ekonomi yang mana inovasi tersebut dalam pengurusannya tidak memungut
biaya apapun. >t

Begitu juga dengan masyarakat lainnya yang menyatakan hal yang sama bahwa

dengan adanya inovasi baru terkait kartu nikah digital atau e-kartu nikah, banyak
keuntungan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maupun pasangan pengantin
yang baru menikah.

Pernyataan masyarakat di atas ama halnya dengan pernyataan dari salah satu
pasangan calon pengantin terkait inovasi kartu nikah digital atau e-kartu nikah.
Bahwasanya :

“Dengan adanya kartu nikah digital atau e-kartu nikah banyak manfaat yang

didapatkan misalnya bukti nikah yang legal dan sudah tercatat bisa dibawa
kemanapun oleh setiap pasangan yang sudah menikah dengan ukuran yang

51 Wawancara dengan ibu anisah selaku masyarakat penerima layanan KUA Kecamatan Sukakarya
pada tanggal 19 Mei 2021
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sangat praktis, apalagi jika berpergian sebagai pasangan baru yang diminta

bukti keabsahan sudah menikah” >

Pernyataan tersebut juga sama dengan pernyataan dari dua pasangan catin
lainnya yang telah peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa inovasi kartu nikah
atau e-kartu sangat berguna bagi pasangan pengantin yang baru saja menikah terutama
pada saat berpergian sebagai pasangan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kartu
nikah e-digital merupakan sebuah inovasi baru di dalam aplikasi SIMKAH yang terus
berkembang dan berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu tidak ada pula persyaratan yang khusus untuk mendapatkan kartu nikah

digital atau e-kartu nikah, Akan tetapi semua persyaratan sudah include dengan

persyaratan nikah pada awal pendaftaran nikah dalam aplikasi SIMKAH.

Gambar 4.2. Contoh Kartu Nikah Digital (E-kartu Nikah)
Kedua, Upaya peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan publik

adalah bentuk usaha totalitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah secara

52 Wawancara dengan Cut dan Gusti selaku Pasangan catin di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 18 Mei 2021
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maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan. Adapun
upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukakarya tentunya adalah upaya-upaya
yang dapat meningkatkan pelayanan dalam melayani masyarakat. Seperti memberikan
informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang
singkat dalam mengurus keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga
menjamin bahwa setiap data yang diberikan oleh masyarakat dapat disimpan dengan
baik dan juga aman di KUA Kecamatan Sukakarya.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era globalisasi sekarang harus
dilakukan dengan konsisten dan harus adanya terobosan-terobosan baru yang dapat
dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini terkait peningkatan pelayanan publik dengan
tujuan agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dalam hal
pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH terutama pada masa pandemic Covid-19
saat ini yang tidak memungkinkan masyarakat untuk datang langsung ke KUA, maka
pemerintah pusat memberikan kemudahan akses pendaftaran nikah melalui aplikasi
SIMKAH dari rumah. Untuk dapat memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas
pelayanan terus berjalan, pemerintah harus melakukan evaluasi melalui pengukuran
tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai
usaha dalam meningkat kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Sebagaimana pernyataan dari Kepala KUA Kecamatan Sukakarya bahwasanya

“KUA Kecamatan Sukakarya terus melakukan upaya-upaya dalam
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti menyelesaikan data-
data yang diperlukan oleh masyarakat, melaksanakan bimbingan nikah sesuai
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dengan waktu yang telah disepkati oleh kedua belah catin, dan juga melayani
segala bentuk keluhan yang di adukan masyarakat terkait kehidupan dalam
berumah tangga, terutama juga pada saat pandemic Covid-19 pemerintah
memberikan akses pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran nikah
melalui aplikasi SIMKAH dari rumah masing-masing, menurut saya itu sudah
termasuk upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk
mendapatkan kepuasan masyarakat. >3

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan

Sukakarya terus berusaha dengan maksimal dalam meningkatkan pelayanan secara
efektif untuk kepuasan masyarakat dengan melakukan upaya-upaya peningkatan
pelayanan.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu masyarakat
selaku penerima layanan dari KUA Kecamatan Sukakarya bahwasanya :

“Menurut saya pribadi, KUA Kecamatan Sukakarya sudah memberikan
pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. Pelayanan terkait
pendaftaran nikah dalam aplikasi SIMKAH, KUA Kecamatan Sukakarya juga
memberikan pelayanan dengan sangat efektif. Hanya saja kendala pendaftaran
nikah melalui aplikasi SIMKAH, jika terdapat data-data yang diperlukan
dalam pendaftaran nikah yang tidak sesuai atau berbeda antara satu data
dengan yang lainnya, maka kami pihak masyarakat harus mengurus kembali di
Kantor DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
Demikian juga terkait pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH web
menurut saya, KUA masih membatasi akses kepada masyarakat untuk dapat
mendaftar nikah sendiri. "%
Sebagaimana pernyataan dari PPN di KUA menyatakan bahwasanya :

“Terkait pembatasan akses aplikasi SIMKAH kepada masyarakat, itu diluar
kendali KUA karena aplikasi SIMKAH dibuat langsung oleh pemerintah pusat,
kami hanya mengoperasikannya saja. Namun akses Aplikasi SIMKAH web
pernah dibuka untuk masyarakat pada saat pandemic Covid-19 tahun lalu. %

53 Wawancara dengan bapak Firdaus, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Sukakarya pada tanggal
23 April 2021

>4 \Wawancara dengan ibu Fazira selaku masyarakat penerima layanan KUA pada tanggal 19 Mei 2021

%5 Wawancara dengan ibu Yuhanat Maulina, SE., selaku PPN di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 23 April 2021
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Gambar 4.3. Aplikasi SIMKAH
Pernyataan dari masyarakat di atas juga didukung oleh pernyataan dari salah
satu pasangan calon pengantin dari hasil wawancara terhadap upaya peningkatan
pelayanan di KUA Kecamatan Sukakarya yang bahwasanya :
“Pelayanan yang telah diberikan KUA kepada kami cukup memuaskan dalam
hal pelayanan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH dari mulai
pengumpulan data-data yang harus dilengkapi oleh catin harus sesuai dengan
data-data yang sudah terinput di DISDUKCAPIL (Dinas Penduduk dan
Pencatatan Sipil), apabila tidak sesuai maka pihak KUA sendiri yang menelpon
pasangan catin untuk melengkapi kembali data-datanya. ">
Upaya peningkatan pelayanan menurut hasil pengamatan dan wawancara yang
peneliti lakukan dengan masyarakat dan pasangan catin dapat disimpulkan bahwa
pihak KUA Kecamatan Sukakarya, sudah melakukan pelayanan yang efektif dan
efisien kepada masyarakat terkait indikator berkelanjutan dalam prinsip pelayanan
publik. Namun hal ini berbeda dengan yang ada di lapangan, yang mana menurut
pengamatan yang peneliti lakukan selama turun ke lapangan untuk melakukan
wawancara dengan para informan, peneliti menemukan kondisi KUA sendiri tampak

seperti menjalankan pelayanan yang kuno dan tidak mengikuti era pada zaman modern

%6 Wawancara dengan nurul dan irfan selaku pasangan Catin di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 18 Mei 2021
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ini seperti misalnya tidak adanya struktur yang ditempel di KUA, tidak adanya papan
Visi dan Misi untuk dapat dilihat oleh masyarakat yang datang ke KUA.

Berdasarkan kedua indeks yang peneliti gunakan untuk mengukur indikator
berkelanjutan dalam prinsip standar pelayanan menurut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
maka dapat peneliti simpulkan kembali bahwa KUA Kecamatan Sukakarya sudah
berhasil menerapkan indikator tersebut, indikator berkelanjutan sendiri ialah standar
pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan
kualitas dan inovasi pelayanan.

4.1.2. Transparansi

Indikator transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan
pada setiap instansi. Transparansi merupakan aspek yang menjelaskan adanya
keterbukaan pada proses pelayanan publik harus dapat diketahui langsung oleh para
pengguna pelayanan. Transparansi juga merupakan sebuah konsep good governance,
pelayanan publik yang transparan adalah sebuah upaya agar masyarakat dapat
mengontrol dan mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kewajiban pemerintah
dalam melayani dan apa yang harus diterima masyarakat selaku penerima layanan.

Agus Dwiyanto mengatakan, bahwa transparansi tidak hanya menyediakan
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun transparansi juga harus

disertai dengan kemudahan untuk diakses oleh masyarakat®’ dan menurut Faturahman,

57 Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada
University Press . Yogyakarta.
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transparansi harus meliputi, Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan, Prosedur
Pelayanan, Persyaratan teknis dan Administrasi Pelayanan, Rincian Biaya Pelayanan,
Waktu Penyelesaian Pelayanan, Pejabat yang Berwenang dan Bertanggungjawab, Janji
Pelayanan, Standar Pelayanan, Lokasi Pelayanan, Dan Informasi dan Pengaduan
Pelayanan.>®

Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi
sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik pada setiap instansi yang dibutuhkan
masyarakat. Sama halnya juga dengan kepuasan masyarakat yang berpengaruh besar
terhadap keberhasilan pada sebuah instansi karena telah mencapai tujuan yang
diinginkan. Pada indikator transparansi ini juga mempunyai unsur yang dapat ditinjau
untuk melihat sejauh mana transparansi pada KUA Kecamatan Sukakarya sudah
berjalan.

Pertama, Publikasi atau penyediaan informasi yang jelas. Untuk melihat
kesuksesan penerapan prinsip transparansi maka informasi yang diberikan kepada
masyarakat bukan hanya jelas namun juga harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat. Seperti pada era globalisasi yang semakin modern ini sudah ada yang
namanya website yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh orang-orang yang
membutuhkan informasi dan juga dengan adanya website pemerintah dapat dengan
mudah memberikan informasi terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat, Kinerja

pemerintah dalam sebuah instansi juga dapat dinilai dengan adanya transparansi

%8 Faturahman, B. M, “Konseptualisasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik” Jurnal llmu
Administrasi Publik. 3(2), Hal. 122-134.
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melalui website yang tersedia. Hal tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut bertujuan :

a. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan portal Web atau situs Web badan

pemerintah;

b. Memfasilitasi integrasi layanan badan pemerintah berbasis elektronik;

c. Mewujudkan keterbukaan informasi publik;

d. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. *°
Terkait website KUA Kecamatan Sukakarya sendiri berdasarkan hasil

wawancara dan hasil penelusuran website yang telah dilakukan oleh peneliti

dinyatakan tidak ada website tentang KUA Kecamatan Sukakarya. Hal ini sesuai

dengan yang dikatakan Kepala KUA Kecamatan Sukakarya bahwasanya :
“KUA tidak memiliki website. Pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH web
pun hanya dapat di akses oleh PPN di KUA. Perihal pengumuman
pembaharuan pencatatan nikah ~melalui aplikasi SIMKAH kami
menginformasikannya kepada bapak camat agar dapat diberitahukan kepada
Keuchik Gampong masing-masing. *°

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh PPN di KUA

Kecamatan Sukakarya terkait website tersebut. Bahwasanya:

%9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintah.

80 Wawancara dengan bapak Firdaus, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Sukakarya tanggal 23
April 2021
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“Setahu saya tidak ada website KUA, jika masyarakat membutuhkan informasi
sesuatu maka biasanya mereka akan datang langsung ke KUA untuk
menanyakannya. %!

Begitu juga dengan pernyataan dari salah satu pasangan catin selaku informan

dalam penelitian ini. Bahwasanya :

“Pembaharuan terkait pencatatan nikah manual ke pencatatan nikah berbasis
Website kami mendapatkan informasi melalui Keuchik Gampong mengenai apa
saja syarat dan ketentuan dalam mengurus pencatatannya. Pencatatan melalui
Aplikasi Website ini juga terkesan lumayan memakan waktu dalam hal
pengurusannya apabila ada data-data yang diberikan sebagai persyaratan
namun tidak sesuai antara satu data dengan data yang lainnya. Maka kami
harus mengurus lagi ke DISDUKCAPIL, seperti tidak sesuai antara nama di
akta kelahiran dengan nama yang tercantum di KTP (Kartu Tanda
Penduduk). %

Pernyataan catin tersebut didukung oleh pernyataan salah satu masyarakat

selaku informan penelitian. Bahwasanya :

“Publikasi mengenai pembaharuan pencatatan nikah tidak diberitakan
langsung oleh KUA, melainkan KUA menyampaikan kepada Keuchik Gampong
melalui Bapak Camat. "%

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil pengamatan yang
peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Sukakarya tidak
berhasil menerapkan prinsip pelayanan publik dalam indikator transparansi. Seperti
yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa website merupakan salah satu sarana
informasi yang paling mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat. Namun KUA

Kecamatan Sukakarya mempublikasi informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan

61 Wawancara dengan ibu Yuhanat Maulina, SE., selaku PPN di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 23 April 2021

62 Wawancara dengan cut dan gusti selaku pasangan catin di KUA Kecamatan Sukakarya pada tanggal
18 Mei 2021

83 Wawancara dengan bapak hasbi selaku masyarakat penerima layanan di KUA Kecamatan Sukakarya
pada tanggal 19 Mei 2021
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menempelkan surat-surat edaran atau syarat-syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk
mendaftar nikah, atau mengurus masalah perihal rumah tangga dengan
menempelkannya pada pintu masuk utama KUA Kecamatan Sukakarya. Sama halnya
dengan informasi pergantian pencatatan nikah secara manual kepada pencatatan nikah
berbasis website yang merupakan pencatatan nikah otomatis juga diinformasikan
melalui Bapak camat Kecamatan Sukakarya agar dapat diberitahukan kepada
masyarakat melalui informasi dari keuchik masing-masing.

Kedua, adanya unsur penanganan keluhan untuk melihat sejauh mana prinsip
pelayanan publik yang transparansi diterapkan. Dalam penanganan keluhan seharusnya
instansi memiliki tempat atau sarana untuk menampung keluhan-keluhan terkait
ketidakpuasan masyarakat dalam hal pelayanan yang mereka dapatkan. Seperti pada
era modern ini banyak instansi atau lembaga-lembaga yang menjadikan email sebagai
sarana untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi masyarakat. Hal tersebut sangat
berpengaruh dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparansi. Namun, seperti
yang peneliti jelaskan sebelumnya pada KUA Kecamatan Sukakarya tidak memiliki
website yang dapat dijangkau oleh masyarakat sejauh perkembangan pelayanan KUA,
sama halnya dengan penanganan keluhan melalui website ataupun email sebagai sarana
yang bermanfaat bagi masyarakat maupun instansi tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PPN di KUA
Kecamatan Sukakarya. Bahwasanya :

“Kami dapat menampung saran atau keluhan masyarakat melalui kotak saran

yang telah kami sediakan di sebelah pintu masuk utama. Tetapi, hal ini tidak
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Namun, masyarakat lebih
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nyaman menyampaikan keluhan dan saran mereka secara langsung kepada staf
KUA. "%
Pernyataan tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu

masyarakat selaku informan pada penelitian ini. Bahwasanya :

“Apabila ada hal-hal yang ingin kami sampaikan seperti keluhan ataupun
saran, maka kami akan langsung menyampaikannya kepada staf yang ada di
KUA. Dan juga jika ada informasi-informasi terkait pencatatan nikah melalui
aplikasi SIMKAH yang tidak jelas kami juga akan langsung bertanya kepada
staf tersebut.”’®

Gambar. 4.4. Kotak Saran.
Begitu juga dengan salah seorang masyarakat lainnya yang menyatakan bahwa

“apabila kami ingin mengadukan atau memberi saran perihal pelayanan di

KUA, kami menyampaikan secara langsung kepada pihak KUA untuk

ditindaklanjuti.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan dan pengamatan yang peneliti
lakukan mengenai indeks yang dapat ditinjau untuk mengukur transparansi yaitu
adanya unsur penangangan keluhan maka dapat disimpulkan kembali bahwa KUA

Kecamatan Sukakarya sudah berusaha menerapkan indikator transparansi pada prinsip

64 Wawancara dengan ibu Yuhanat Maulina, SE., selaku PPN di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 23 April 2021

8 Wawancara dengan ibu Siti Nurhaliza selaku masyarakat penerima layanan KUA Kecamatan

Sukakarya pada tanggal 19 Mei 2021
% \Wawancara dengan ibu ulan selaku masyarakat penerima layanan KUA Kecamatan Sukakarya pada

tanggal 19 mei 2021
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pelayanan publik namun belum efektif seperti instansi KUA lain pada umumnya, KUA
Kecamatan Sukakarya masih kurang efektif dalam melayani masyarakat dalam hal
menyediakan prasarana penanganan keluhan masyarakat dengan mengikuti perubahan
zaman di era modern saat ini. Hal tersebut tentu akan berdampak pada penerapan
prinsip pelayanan publik terkait indikator transparansi yang belum sempurna
diterapkan.

Dengan adanya kesimpulan diatas maka dapat peneliti simpulkan kembali
bahwa KUA Kecamatan Sukakarya belum dapat menerapkan indikator transparansi,
yang mana maksud dari indikator transparansi disini ialah standar pelayanan harus
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4.1.3. Berkeadilan

Indikator berkeadilan merupakan salah satu indikator yang terkandung didalam
prinsip pelayanan publik. Dalam indikator ini peneliti menyimpulkan bahwa sebuah
pelayanan publik dapat dikatakan sudah efektif apabila pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah harus adil dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Maka oleh karena itu, hal
tersebut ditinjau melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat menjangkau
seluruh masyarakat tanpa melihat keadaan ekonomi maupun keadaan sosialnya. Sama
halnya dengan keadilan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Sukakarya terkait
pelayanan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH yang dapat dikatakan sudah
menjangkau semua masyarakat dan setiap masyarakat diberikan hak-hak pelayanan
yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang telah dikatakan oleh

masyarakat sebelumnya di atas bahwa pihak KUA terutama pada pelayanan pencatatan
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nikah melalui aplikasi SIMKAH yang diberikan oleh PPN sudah menjangkau seluruh
masyarakat, seperti misalnya pihak KUA akan memberitahukan kepada setiap
pasangan catin yang mengurus pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH jika adanya
kendala terhadap syarat-syarat yang telah diberikan oleh masyarakat terkait.

Hal tersebut dapat dibuktikan oleh adanya hasil wawancara yang telah peneliti
lakukan dengan PPN di KUA Kecamatan Sukakarya terkait pelayanan yang
didapatkan oleh setiap pasangan catin. Bahwasanya :

“Pelayanan yang kami berikan terkait pencatatan nikah melalui aplikasi
SIMKAH sudah menjangkau semua masyarakat tanpa membeda-bedakannya
dari segi manapun. Kami memberikan pelayanan seperti yang seharusnya
bahwa setiap masyarakat yang ingin mendaftar nikah harus membawa syarat-
syarat yang lengkap, namun jika terdapat kendala mengenai syarat-syarat yang
diberikan oleh masyarakat tersebut, maka kami akan menelpon dan
memberitahu bahwa ada kendala mengenai hal tersebut dan masyarakat yang
bersangkutan akan mengurusnya kembali. "’

Pernyataan PPN tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh salah satu

pasangan catin selaku informan pada penelitian ini. Bahwasanya :

“Menurut pengalaman saya pribadi, KUA memberikan pelayanan yang adil
kepada setiap masyarakat. Seperti misalnya, Jika terdapat kendala pada data-
data persyaratan yang kami bawa, maka pihak KUA akan langsung menelpon
untuk memberitahu hal tersebut. Dan kami akan langsung mengurus syarat—
syarat tersebut pada instansi yang bersangkutan agar dapat diproses oleh KUA
pada esok harinya. %8

57 Wawancara dengan ibu Yuhanat Maulina, SE., selaku informan PPN di KUA Kecamatan Sukakarya
tanggal 23 april 2021

8 Wawancara dengan nurul dan Irfan selaku pasangan catin di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 18 Mei 2021
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Terkait hal ini pasangan catin lainnya juga mengatakan bahwa :

“menurut kami pihak KUA tidak membedakan dalam hal memberikan

pelayanan terhadap setiap catin yang akan mengurus pencatatan nikah. %

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan maka
dapat peneliti simpulkan bahwa KUA Kecamatan Sukakarya sudah berhasil
menerapkan indikator keadilan dalam prinsip standar pelayanan menurut Peraturan
Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 yang mana bahwa standar pelayanan harus menjamin pelayanan yang
diberikan semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan
perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya
pengakuan masyarakat bahwa KUA Kecamatan Sukakarya sudah adil dalam

memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh  masyarakat tanpa membedakan

status apapun.

8 Wawancara dengan Nada dan Mansur Selaku pasangan catin di KUA Kecamatan Sukakarya pada
tanggal 18 Mei 2021



BAB V
KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :

a. Akuntabel
Akuntabilitas dalam melayani masyarakat melalui aplikasi SIMKAH dalam hal
pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sukakarya sudah dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik karena menurut informasi dari informan,
KUA Kecamatan Sukakarya sudah melaksanakan pelayanan sesuai dengan
SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan yang telah ditetapkan pada
KUA tersebut, dan juga terdapat sanski yang diberikan langsung maupun tidak
langsung oleh Kantor Kementrian Agama Kota maupun Kantor Kementrian
Agama Wilayah apabila KUA tidak melayani masyarakat dalam hal pencatatan
nikah melalui aplikasi SIMKAH dengan cepat dan tepat.

b. Berkelanjutan
Pelayanan yang berkelanjutan dan terus berkembang akan sangat berpengaruh
terhadap kesuksesan tujuan sebuah instansi dalam meningkatkan kepuasan
masyarakat, dalam hal ini KUA Kecamatan Sukakarya dengan adanya
pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH memiliki sebuah inovasi baru yaitu
kartu nikah digital atau e-kartu nikah yang sangat berguna bagi masyarakat dan
tentunya hal tersebut membawa respon yang sangat bagus bagi perkembangan
pelayanan di KUA Kecamatan Sukakarya, dan juga berdasarkan pernyataan
para informan penelitian, KUA Kecamatan Sukakarya terus berupaya dalam
meningkatkan pelayanan dengan sebaik mungkin.

c. Transparansi
Dalam indikator transparansi KUA Kecamatan Sukakarya belum mampu
menerapkan dengan baik, masih terdapat banyak kekurangan seperti tidak

adanya website KUA untuk mendukung trasnparansi pelayanan dengan tujuan
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mendapat kepuasan masyarakat. Dalam hal penangganan keluhan atau saran
yang ingin disampaikan oleh masyarakat juga sangat terbatas dalam prasarana
yang difalitasi oleh KUA.
d. Keadilan
Pelayanan yang baik harus dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa
membedakan status apapun. Pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan
Sukakarya menurut informasi yang peneliti dapatkan dari para informan yang
bersangkutan KUA Kecamatan Sukakarya sudah memberikan pelayanan
pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH yang adil bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan kesimpulan dari indikator-indikator prinsip standar pelayanan di atas,
maka dapat peneliti simpulkan kembali bahwa KUA Kecamatan Sukakarya menurut
pengamatan dan wawancara dengan informan penelitian maka dapat disimpulkan
bahwa KUA Kecamatan Sukakarya, sudah berhasil menerapkan tiga dari empat
indikator prinsip standar pelayanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014, yaitu yang sudah

berhasil akuntabel, berkelanjutan dan keadilan. Sedangkan yang belum berhasil yaitu

prinsip transparansi.

5.2.Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti memberikan beberapa saran dan

masukan kepada KUA Kecamatan Sukakarya yang mana agar dapat membantu untuk

terus meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. KUA agar dapat memberikan kebutuhan masyarakat dengan baik, dengan
memperhatikan peningkatan pelayanan melalui penyediaan website yang akan
sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru,
maupun dalam menyampaikan keluhan-keluhan mengenai pelayanan yang dapat
dilakukan melalui website atau email yang telah disediakan oleh KUA.

2. Hal penting lainnya seperti pendelegasian wewenang dari Kepala KUA kepada
Pembina nikah dalam pembinaan catin masih sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA
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Lampiran 1.PEDOMAN WAWANCARA
Judul skripsi : Aplikasi SIMKAH Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Informan : Kepala KUA, Pegawai Pencatatan Nikah, Calon Pengantin, Pembina
Nikah, dan masyarakat

Fokus . indikator permenpan RB nomor 15 tahun 2014 : akuntabel,
berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan.

A kepala KUA :

a) Akuntabel
1. Apakah pelayanan yang KUA berikan kepada masyarakat sudah sesuai
dengan SOP?
2. Kemana nantinya data-data tersebut akan dipertanggungjawabkan?
b) Berkelanjutan
1. Bagaimana upaya peningkatan pelayanan melalui penerapan SIMKAH web
di KUA Kecamatan Sukakarya?
c) Transparansi
1. Apakah KUA Kecamatan Sukakarya memiliki website?
2. Siapa saja yang dapat mengakses SIMKAH web?
3. Apakah SIMKAH web sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat
sebelumnya?
d) Berkeadilan
1. Apakah pelayanan pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH web sudah

menjangkau seluruh masyarakat?

B. Pegawai Pencatatan Nikah:

a) Akuntabel
1. Bagaimana proses pencatatan nikah menggunakan Aplikasi SIMKAH?

2. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk

pendaftaran nikah?
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3. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pelayanan
berbasis sistem online?
b) Berkelanjutan
1. Apakah dengan adanya pelayanan pencatatan nikah melalui aplikasi
SIMKAH web bisa menciptakan inovasi baru?
c) Transparansi
1. Apakah KUA memiliki website?
2. Bagaimana perihal pengaduan keluhan atau saran dari masyarakat kepada
KUA?
d) Keadilan
1. apakah KUA sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil

dan menyeluruh?

C. Calon Pengantin :
a) Akuntabel
1. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan untuk melakukan pendaftaran
calon nikah?
b) Berkelanjutan
2. Apa ada publikasi/ pemberitahuan kepada masyarakat terkait penerapan
Aplikasi SIMKAH ?
¢) Transparansi
1. Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP yang
ditetapkan?
2. Menurut bapak/ibu apakah sejauh ini KUA Kecamatan Sukakarya telah
memberikan pelayanan yang baik?
d) Keadilan
1. Apakah menurut saudara pendaftaran nikah melalui SIMKAH web adil

bagi seluruh masyarakat?
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D. Pembina Nikah :
a) Akuntabel
1. Bagaimana proses/prosedur dalam pelaksanaan pernikahan di KUA
Sukakarya?
b) Berkelanjutan
1. Bagaimana menurut bapak terhadap upaya-upaya yang dilakukan KUA
dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat?
c) Transparansi
1. Apakah penerapan Aplikasi SIMKAH ini sudah diterapkan sesuai dengan
prinsip pelayanan publik?
d) Keadilan
1. Apakah menurut saudara pelayanan pencatatan nikah melalui SIMKAH
web sudah adil bagi seluruh masyarakat?
E. Masyarakat
a) Akuntabel
1. Menurut bapak/ibu apakah pendaftaran nikah melalui SIMKAH web dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik?
b). Berkelanjutan
1. Apakah terdapat kendala dalam pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH
web?
2. bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait inovasi baru yang diberikan oleh
KUA melalui pendaftaran nikah berbasis aplikasi SIMKAH web?
c). Transparansi
1. apakah KUA sudah mempublikasi mengenai pembaharuan mengenai
pencatatan nikah manual kepada pencatatan nik berbasis aplikasi website?
d) berkeadilan
1. Apakah menurut saudara pendaftaran nikah melalui SIMKAH web adil

bagi seluruh masyarakat
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